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10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20A4 Nomor L04, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2D;

11.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2A04 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A04
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aBafi;

12. Urrdang-Undang Nomor 33 Tahun 2AO4 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa3$;

13. Undang-Undang Nomor 27 Tahun - 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor L23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 50a9);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun L977 tentang Peraturan
Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1977 Nomor 11), sebagaimana telah
beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Keduabelas Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan
Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 31)

16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor t+028);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2A04 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Penrrtakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4L6), sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 20A4 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Penruakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20A7 Nomor 4T,Tambahan Lembaran Negara
Panr rhlilr Tnrlnnacia Narnnr 4-71 )\.
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NOMOR: I TAIIUN 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MA'ALENGKA

NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN MA'ALENGKA TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :4. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12- Tahun 2008 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan

Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;

bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dabrah (APBD) f..'19 diajukan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan

dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 20LL yang

dijabarkan ke dalam Kebijakan Unrum APBD serta Prioritas dan

Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama

antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada Bulan

November 2010;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 20L1;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa

Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan

Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor

t4 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah

Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

b.

c.

Mengingat : 1.
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1

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan

Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a999);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi

dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak

Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidan6 Korupsi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor l4A, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874),

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tlndak Pidana Korupsi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, lambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor l Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A04

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 7004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 440D;

7.

9.



18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a502);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4570);

2l.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia N,omor 4576);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a577);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor L40, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

2T.Peraturan Pemerintah Nomar 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4855);
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29. Peraturan Pemerintah Nornor B Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a6U);

30. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
Kepada Dewan Penruakilan Rakyat Daerah, dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A07

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4693);

31. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2CI07 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

32. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tarnbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a73B);

33. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2047 hntang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2A07 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4741);

34. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aB16);

35. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a972);

36. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Tentang Tata Teftib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5t0a);

37. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan
Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5107);.

38. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Neoara Republik Indonesia Nomor 5151);



39.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/ lasa Milik Pemerintah;

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

4l.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

42.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

43.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2L Tahun 2407
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah,
Penganggaran dan Pertanggung Jawaban Penggunaan Belanja
Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Serta Tata Cara
Pengembalian Tunjangan 'Komunikasi Intensif dan Dana
Operasional;

44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007
tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala
Daerah;

45. Peraturan Menteri Dalam N€geri Nomor 24 Tahun 2009
tentang Pedoman Tata Cara l Penghitungan, Penganggaran
Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggung Jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai
Politik;

46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 20tt;

47. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor B Tahun 2005
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2005 Nomor B seri E);

48. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka
(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008
Nomor 2);

49. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2009 Nomor 2, l);

50. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2009
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Majalengka
Kepada Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2009 Nomor 5);



Menetapkan

Anggaran Pendapatan dan
sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

2, Belanja Daerah

Sl.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun
2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah lGbupaten
Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun
2009 Nomor 10);

Ilengan Percetujuan Bercama

DEWAN PERWAKILAN RAI(YAT DAERAH
KABUPATET{ MAIALENGKA

Dan

BUPATI MAIALET{GKA

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTAilG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUiI AilGGARAN 2011.

Pasal 1

Belanja Daerah Tahun. Anggaran 2011 dengan perincian

Surplus/ (Devisit)

Pembiayaan

a. Penerimaan Rp.

b. Pengeluaran Rp;

Pembiayaan Netb Rp

Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan Rp

Rp. L.221.52O.888.962"OO

1.245.947.1,,7.284',75

(24.426.228.322,75)

29.926.228.322,75

5.500.000.000,00

24.426.228,.322,75

oroo

Rp.

Rp.

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapabn Asli Daerah sejumlah Rp. 81.648.305.613,00;

b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 941.901.649.269,00;

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah Rp. 197.970.934.080,00;

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari
jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 9.900.000.000,00

b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 14.201.493.944,40;

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah
Rp. 5.301.377.669,00;



d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sejumlah Rp.52.245.434.000,00.

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri darijenis
pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil PajaV Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah
Rp. 90.999.579.669,00;

b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 782.567.369.600,00;

c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 68.334.700.000,00.

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
c terdirijenis pendapatan :

a. Hibah Pemerintah sejumlah Rp. 0,00;

b. Dana Darurat sejumlah RP. 0,00;

c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp. 32.530.793.000,00;

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp. 95.481.782.000,00;

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Perherintah D-aerah lainnya sejumlah

Rp. 69.958.359.080,00.

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaKud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 818.50 t.921.877 ,75;

b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 427.445.195.407,00;

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari
jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 74O.52L.692.458,75

b. Belanja Bunga sejumlah RP.0,00;

c. Belanja Subsidi sejumlah Rp. 0,00;

d. Belanja Hibah sejumlah Rp. 8.223.626.080,00;

e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 24.297.951.080,00;

f. Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp. 1.725.000.000,00;

g. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp. a3.233,652-259,40;

h. Belanja Tldak Terduga sejumlah Rp. 500.000'000,00.

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis

belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp.73.27L 092.356,00;

b. Belanja Barang dan lasa sejumlah Rp. 186.201.882.098,00;

c. Belanja Modal sejumlah Rp. L67.972.220.953,00.
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Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah Rp. 29.926 .228.322,75;

b. Pengeluaran sejumlah Rp. 5.500.000.000,00.

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari lenis
Pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) sejumlah
Rp. 29. 652 .228.322,7 5;

b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0,00;

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,00;

d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0,00;

e. Peneriinaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp. 0,00;

f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp. 274.000.000,00.

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
Pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah np. 4.S00.000.000,00;

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah
Rp. 1.000.000.000,00;

c. Pengembalian piutang sejumlah Rp. 0,00;

d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0,00.

Pasal 5 1

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 tercantum dalam Iampiran yang melupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD;

2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan
Organisasi;

3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah,

Organisasi, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan
Urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan
negara;

6. l-ampiran VI Daftar lumlah Pegawai per golongan dan per jabatan;

7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;

8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;

10. Lampiran X Daftar Perkraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;

11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum
diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
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L2. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan

13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan APBD.

Pasal 7

(t) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang

belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan
peraturan daerah tentang perubahan APBD.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya
memenuh-i kriteria sebagai berikut :

a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aKivitas pemerintah daerah dan tidak
dapat dipredi Kikan sebelumnya;

b. Tldak diharapkan terjadi secara berulang;

c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan

d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan
yang disebabkan oleh keadaan darurat.

(3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.

(4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:

a. Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program

dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau

b. Memanfaatkan uang kas yang tersedia dari selisih lebih realisasi pendapatan atau

selisih lebih realisasi penerimaan pembiayaan sebagaimana yang ditetapkan
dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

(5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk
keperluan mendesak.

(6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

mencakup :

a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum
tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan

b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian
yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

(7) Penjadwalan ulang pencapaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam

tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a

diformulasikan terlebih dahulu dalam DPA-SKPD.

(s) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.

(9) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya Perubahan APBD,

Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia

anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi

anggaran.
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Pasal 8

Apabila ada program dan kegiatan DAK dan/atau spesifik grant lainnya yang bersumber
dari transfer ke daerah dalam APBN, bantuan keuangan dari Provinsi untuk Kabupaten
Majalengka yang dananya diterima setelah APBD ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat
melaksanakan program dan kegiatan dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan
perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dengan persetujuan pimpinan
DPRD.

Pasal 9

Apabila program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal B, terjadi setelah
perubahan APBD ditetapkan, maka Pemerintah Daerah menyampaikannya dalam
Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah K$upaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 18 Januari 2011

BUPATI MAIALENGKA

l

Cap/Ttd

SUTRISNO

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal tB Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MAIALENGKA,

&^.r
ADE RACHMAT ALI
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